WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

Menimbang

- a.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

bahwa berdasarkan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas usulan pergeseran anggaran yang diajukan
oleh Kepala Dinas Pendidikan puda raput Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 24 Nopember 2020 dan
persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala Dinas
Kesehatan pada rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 18 Desember 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

U.ndang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tebing
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3133);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 6485;;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tent

ang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Le

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tent
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Neg
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

ang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
ara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentan
Daerah (Lembaran Negara Re
Indonesia Nomor 6041);

g Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
publik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Neg

ara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan

g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar

an Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentan

g Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nemor 400) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
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Peraturan Menteri Kenangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 364);

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tent

ang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 {Lembaran D

acrah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pend
Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Per
Tinggi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Wali
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

apatan dan Belanja
aturan Wali Kota Tebing
Kota Nomor 39 Tahun 2019

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An
57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berb

Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Rp. 735.523.618.642,08 berkurang sejumlah Rp.
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:
a. semula

b. bertambah/(berkurang)

Belanja

ggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor

unyi sebagai berikut:
Pasal 1

Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
200.550.000,00 sehingga menjadi Rp. 735.323.068.642,08 dengan

Rp. 694.382.682.347,00
Rp.

298.309.170.00

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Belanja:
a. semula
b. bertambah /(berkurang)

Rp. 694.680.991.517,00

Rp. 735.523.618.642,08
Rp.

200.550.000.00

Jumlah belanja setelah perubahan
Defisit setelah perubahan

Pembiayaan:
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 735.323.068.642.08
(Rp. 40.642.077.125,08)

Rp. 31.954.615.301,00
Rp.

0.00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp. 31.954.615.301,00

Rp. 9.046.586.984,00
(Rp.

0,00)

Jumlah pengeluaran sctelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 9.046.586.984,00
Rp. 22.908.028.317.00
(Rp. 17.734.048.808.08}
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2. Ketentuan Lampiran | diubah, sehingga Lampiran [ berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Lampiran la diubah, sehingga Lampiran la sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Lampiran Il diubah, sehingga Lampiran Il berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal Il
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Desember 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,
td.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI
EE&ITA D,AERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 64
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